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A. Latar Belakang 

Keterwakilan perempuan di dalam ranah politik memiliki peran yang sangat penting 

dalam membangun sistem politik yang berkaedilan gender. Hal ini disebabkan karena apabila 

keterwakilan perempuan dalam ranah politik diabaikan maka mekanisme pembuatan kebijakan 

publik diserahkan sepenuhnya kepada laki-laki sebagai wakil perempuan akan menghasilkan 

kondisi bias gender. Ada beberapa alasan pentingya keterwakilan perempuan dalam bidang 

politik diantaranya yaitu pertama, perempuan memiliki pengalaman khusus yang dipahami dan 

dirasakan oleh perempuan. Seperti isu dikriminasi, marginalisasi, kesehatan reproduksi, 

kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan sebagainya. 

Kedua, keterwakilan perempuan dalam bidang politik juga diharapkan mampu mencegah 

kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan perempuan dalam mengatasi permasalahan 

strereotipe terhadap perempuan, diskrimininasi di bidang hukum, kehidupan sosial dan kerja, 

marginalisasi di dunia karier dan eksploitasi lain yang terjadi kepada perempuan.  

Ketiga, keterwakilan perempuan dalam politik juga diharapkan mampu membawa nuansa 

baru dalam panggung politik. Panggung politik saat ini cenderung maskulin. Sehingga kehadiran 

perempuan diharapkan dapat mengutamakan kedamaian dalam perbedaan, membawa nilai-nilai 

kelembutan, mengatasi perkelahian dengan berembuk, mengubah kompetisi menjadi kerjasama. 

Lebih dari semua yang telah dipaparkan di atas, keterwakilan perempuan dalam politik 

merupakan manifestasi dari pemenuhan hak kewarganegaraannya.
1
 Salah satu hak yang 
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dianugerahkan oleh negara kepada seorang warga negara adalah hak untuk berpartisipasi dalam 

bidang politik yang mekanismenya telah diatur dalam perundang-undangan. Karena 

kewarganegaraan merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang dianugerahkan negara
2
. 

Sebagai upaya untuk menghasilkan kebijakan yang holistik dan pro gender, maka 

pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan partisipasi 

perempuan dalam ranah politik yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No 2 tahun 2011 

tentang Partai Politik. Dari beberapa produk hukum diatas menyatakan bahwa perempuan 

memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi sebagai aktor 

politik  yang berperan dalam menentukan kebijakan publik 

Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “pendirian dan 

pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Ayat (5) kepengurusan parpol 

tingkat nasional disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Pasal 

20 mengatur bahwa kepengurusan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan 

memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga parpol masing-masing, 

Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tahun 2004 hingga sekarang. Ini adalah 

upaya serius agar perempuan mampu berkontribusi aktif dan menyampaikan aspirasinya lewat 

partai politik. Sehingga hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di 

dalam bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga produk kebijakan terutama yang 

berhubungan langsung dengan perempuan dapat lebih menjaga dan melindungi hak-hak 

perempuan.  
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Meski telah diberikan kuota sebesar 30% melalui Undang-Undang tentang Partai Politik. 

Hal ini ternyata belum signifikan mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam ranah politik. 

Kesenjangan gender masih sangat mencolok terlihat dalam komposisi anggota legislatif di 

parlemen. Menurut data Internasional-Parlementery Union yang dikutip PBB pada tahun 2013, 

perempuan hanya menduduki 20.3% dari total parlemen dunia. Hal ini sudah lebih baik dari 

15,4% ditahun 2004. Padahal jika kita merujuk pada Deklarasi Beijing, perempuan diberikan 

kuota sebesar 30%.
3
 Hal serupa juga terjadi di Indonesia, menurut Center for Electoral Reform 

pada tahun 2009-2014 perempuan hanya menempati 18.04% kursi di parlemen.
4
 Bukan hanya di 

pusat, tetapi di daerah pun terjadi hal serupa. Salah satunya adalah di Kabupaten Serang, hasil 

Pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 10%  saja wanita yang terpilih menjadi anggota 

DPRD Kabupaten Serang.
5
  

Di Indonesia sendiri perilaku perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial dan kultural
6
. Perempuan Indonesia yang biasanya tersubornasi oleh budaya patriarki yang 

melekat pada masyarakat di Indonesia. Budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki menjadi 

lebih dominan daripada perempuan. Perempuan diidentikan dengan hal-hal yang ada pada ranah 

domestik. Perempuan memiliki sifat yang lemah lembut, santun, patuh, dan harmoni. Hal ini 

sungguh berbanding terbalik dengan kondisi dunia politik yang sangat maskulin.
7
 Politik 

diidentikan dengan dunia yang kotor, sarat konflik, penuh intrik, kompetitif dan keras. Kondisi 
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sistem politik yang maskulin menuntut seorang aktor politik cerdas, tegas, tangguh, sigap, dan 

visioner dalam mengambil sebuah keputusan.    

Kondisi partisipasi perempuan diberbagai daerah cenderung rendah, hal berlawanan 

justru terjadi di sebuah daerah di Pantai Utara Jawa tepatnya di Kabupaten Indramayu. 

Perempuan di Kabupaten Indramayu berbondong-bondong terjun ke arena politik. Hal ini dapat 

dilihat dari tingginya daftar calon legislatif yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Saat ini 13 

orang anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019 adalah perempuan. Jumlah 

tersebut hanya 23% dan belum memenuhi kuota 30% yang disediakan namun angka partisipasi 

ini cukup tinggi. Hal serupa juga dapat dari ranah eksekutif dimana Indramayu dipimpin oleh 

seorang bupati perempuan bernama Hj. Anna Sophana.  

Substansi dari keterwakilan perempuan dalam ranah politik termanifestasi pada perilaku 

politiknya. Perilaku politik merupakan salah satu aspek pembentuk budaya politik. Karena 

budaya politik disusun oleh orientasi politik dan perilaku politik. Dengan melihat perilaku 

politisi dan orientasi politik perempuan di Indramayu kita akan mendapatkan gambaran tentang 

budaya politik lokal. Karena aktor merupakan agency budaya namun juga seorang kreator 

budaya itu sendiri. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti budaya politik 

perempuan pesisir. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu penelitian maka penelitian ini dibatasi dengan hanya 

meneliti budaya politik melalui orientasi politik dan perilaku politik perempuan Indramayu. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 



Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka masalah pokok yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. bagaimanakah orientasi politik perempuan Indramayu? 

2. bagaimanakah perilaku politik perempuan Indramayu?  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Sebagai sebuah studi penilitian ini memiliki beberapa manfaat akademis maupun manfaat 

sosial praktis sebagai berikut: 

 

- Akademis 

Dalam konteks akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan 

kajian dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya mengenai perilaku 

politik (political behavior) perempuan di Indramayu, orientasi politik perempuan di Indramayu 

dan budaya politik lokal. 

 

- Sosial dan Praktis 

Selain manfaat secara akademik, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat secara 

sosial dan praktis. 

1. Pertama penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat secara umum 

dalam memahami pentingnya partisipasi perempuan di bidang politik dan mengetahui 

bagaimana perilaku politisi perempuan tersebut. 

2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah dalam membuat kebijakan yang 

berkaitan tentang pelaksanaan demokrasi lokal dan budaya politik lokal.  


